. BUPATI KARANGANYAR
| PROVINSI IAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
: NOMOR 112 TAHUN 2020 "
- TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PENGELOLAAN ‘DAN PENATAUSAHAAN BPHTB

Menimbang; :

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

'BUPATI KARANGANYAR, By

a bahwa dalam rangka upaya menlngkatkan kesejahteraan

.dan  kemakmuran :masyarakat serta -kepastxan hukum perlu

adanya pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan -
bangunan; '

. bahwa Pemermtah Daerah melakukan pengelolaan ‘bea
 perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka untuk

lebih mengopt:lmalkan pelayanan kepada masyarakat

. bahwa Peraturan. Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan 'Per_a‘turari Daerah Kabupaten
Karariganyar Nomor 14 Tahun 2010 tetntang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Berita. Daerah Kabupaten

‘ Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8) sebagalmana telah diubah -
_beberapa kali terakhlr dengan Peraturan Bupat1 Karanganyar
'Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketlga Atas Peraturan -
' »Bupatl Karanganyar Nomor 8 tahun 2011 tentang Petunjuk

. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Peraturan = Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 14’ Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berlta Daerah

i Kabupaten Ka:ranganyar Tahun 2011 Nomer 8) sudah ttdak‘
e sesuai dengan perkembangan sehmgga perlu dicabut dan Jlatur ‘
- kembali; - '




Mengingat :

-1,

bahwa ,he.rdasarkan pe::tnmbangan sehaga:mana dlmaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

‘rPeldtulan Bupa‘a tentang Pcdoman Pemungutan, Pengelolaanf '

, dan Penatausahaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan‘

Bangunan SR |
Undang~Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan o
Daerah- daerah Kabupaten dalam ngkungan ‘Provinsi Jawa

- Tengah;

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retnbu31 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm i

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 'Negara Republik

~ Indonesia_ Nomor 5049) sebagaunana telah diubah dengan
; Undang—Undang Nomor ‘11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ‘
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020 Nomor 245
- Tambahan Lemharan Negara Repubhk lndones:xa l\lomor 657,3)

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahaﬁ

‘Daelan ( mbalan Negara Republu«: mdonesm Tahun 20 14
‘T~Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a , |
- Nomor 5587) sebageumana telah diubah beberapa kali terakhlr :
| ‘dengan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta‘
| , Ker_]a (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2020 Nomor -

245, Tambahan .'Lcmba.ran Negara Repubhk lndonesaa .blomor. ‘

6573); :
. PeratmanPemerintah Nomor 55 Té.}nln 20 16 tentangf Keteﬁtuaﬁ -
. umum dén‘vTata Cara Péinungﬁtari Pajak Daerah (Lembaran |
,Negara Repubhk Indonesia ’l‘ahun 2016 Nomor 244, Tambahan
:'Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4950); ‘

: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun
2010 te.ntang Bea Perolehan .Hak A.’cas Tanah .dan Bangunan'
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor ;
| "?14) sebagdlmana telah diubah dengan Pexatu;an DacIah: i |

: kKabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;k

| Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

,‘dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar" :

Tahun 20 15 Nomor 3)



. Menetapkan, :

- MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN | PEMUNGUTAN,
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BPHTB. |

BAB1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud‘den'gan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnjfa disingkat BKD
adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disingkat BPN
adalah BPN Kabupaten Karanganyar

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanJutnya
disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau | peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan. |

Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan. |

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemﬁngut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



10

Badan adalah sekumpulan .m:ang dan/ata,u .modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, pefseroan Iainnya,y Badan Usaha Milik

~ Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daefah (BUMD)

- dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

11.

12,
13

14,

15.

16.

17.

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, nganisasi sosial poliﬁk .atau .organisasi

lamnya, lembaga dan bentuk badan lamnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya dlsmgkat dengan |
PPAT adalah pihak yang. berwenang menerbitkan Akta

: Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pe_]abat Lelang adalah pihak yang berwenang mengeluarkan,

~-risalah lelang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kaoupaten Kar anganyar.

Dokumen adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya

pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.

Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, |

~surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan

Pajak Bumi“dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

pajak atas bumi dan/atau bmgunan yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang- digunakan untuk keglatan usaha perkebunan,

| perhutanan, dan pertamba.ngan

Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/.kota
Bangunan adalah konstruksi teknik yang dltanam atau

‘dﬂekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau peralran o

. pedalaman dan /atau laut.



e '1.8..’

10,

VNJlal Jua.l O,b}ek .Ba_;ak yang selanjutnya ,dls;ngkat EJOP

adalah harga rata—rata yang dlperoleh dari transaks1 jual beli : ;

yang terjadi secara . wajar, ‘dan bilamana tidak ter dapat

~transaksi‘ jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan Objek lain yang se_]ems, atau nilai perolehan'}‘

baru atau NJOP Penggantl

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat SSPD '

. -adalah bukti- pembayaran atau penyetoran pajak yang telah4

20

- 21

22,

kdllakukan dengan menggunakan formulir atau telah dllakukan
~dengan cara lain ke kas daerah mela1u1 tempat pembayaran
- yang d1tunJuk oleh Bupat1 :
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya_r yang selanjutnya_:

dlsmgkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan

= besarnya _]umlah pokok pajak jumlah kredit pajak, Jumlah, s
nkelcurangan pemba,yaran pokok paJak, hesamya sa.nl<:31 : ;
- administratif, dan jumlah pajak yang harus dlbayar ‘ o
’Surat hetetapdn Pajak Daeran hurang Dayal Tambahan yang .
. ':'selan_]utnya d1smgkat SKPDKBT adalah surat ketetapan BPHTB
yang menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang masih o

" :harus dlbayar

Surat Ketetapan PaJak Daerah Leblh Bayar yang selanJutnya

n V‘d‘lsmgkat SKPDLB . adalah surat .ketetapan BPHTB yang

‘ menentukan Jumlah kelebihan pembayaran paJak karena

| Jumlah kledlt pajax lebih besar claupada pajak yang telutang

e S atau seharusnya tidak terutang. - , : , : i
e 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah N1h11 yang selan_]utnya d1smgkat

| ,7 SKPDN adalah surat ketetapan yang- menentukan Jumlah '

- pokok paJak sama besarnya dengan jumlah Kkredit paJak atau
£ pa;ak tldak terutang dan tidak ada kre.dlt pajak.

24,

fSurat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya d1smgkat STPD

adalah surat untuk mcdeukan tagihcul pajak ddu/ dtdu Sdﬂnm

‘ admmlstra31 berupa bunga dan/ atau denda



26.

27.

28.

290.

30.

31.

Surat ,Keputusan Pembetulan .adalah surat keputusan .y,a;ug B
membetulkan kesalahan tulis, kesaléhan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketehtuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang -
Bayar, Surat Ketetapan Péjak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, "Surat

Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan étas
keberatan terhadap = Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang i Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

- Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan yo’leh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak. : |
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan .adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan . data obyek dan subyek pajak, penentuan
besarnya pajak yang térutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak ser{a pengawasan penyetorannya.
Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang
diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
BPHTB ‘terhadap surat képumsan - atau
surat ketetapan. '
Pemeriksaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji
pemenuhan kewajiban BPHTB atau untuk menyelesaikan
keberatan BPHTB. 7 ‘

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan BPHTB yang
dilakukan di Badan Keuangan Daerah, '



)

34,
d,lla.kukan untuk menilai l«:ele,ngka,pan peng1s1an Surat ;
o fPembentahuan dan/atau Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB_; S

35,
o Badan Keuangan Daerah
~ 36.

Pemenlcsaan Lapangan adalah Pammksaan BPHTB ;,,ang

: dllakukan d1 luar Badan Keuangan Daerah : ‘
. Pemerlksa BPHTB yang selan_)utnya disebut dengan Peme1 1ksa '
| adalah Pegawal Negen S1p11 d1 11ngkungan Badan Keuangan :
" Daerah yang diberi tugas wewenang dan tanggung Jawab untuk

melaksanakan Pemenksaan BPHTB

Peneht1an adalah Penehtlan adalah serangkalan keglatan yang‘

“dan lampnan lamplrannya ter mdsuk - penilaian tentang

kebenaran penuhsan dan pengh1tungannya Sy ;
Penelitian Kantor adalah Penehtlan BPHTB yang d1lakukan d1; :

Penelitian Lapangan adalah Peneht1an BPHTB yang dﬂakukan'»'

© diluarBadan Keuangan Daerah.

'  37.

Bank adalah Bank yang dltunjuk oleh Bupatl untuk menemma o

: setoran BPHTB

Baglan Kedua
Maksud

Pasal 2

‘: Pedoman Pemungutan Pengelolaan dan Penatausahaan BPHTB ini

d1susun dengan maksud

" a. sebagai petunjuk teknis bag1 petugas pemungut

b. sebagai mforma31 : tata ’cara pembayaran dan penyetoran ‘bagi

Wajib Pajak;dan

c. menmgkatkan ketertlban penyelenggaraan pemungutan BPHTB

B

| | BABI
| PEDOMAN PEMUNGUTAN BPHTB

. ‘ Pasal 3 o
Pedoman Pemungutan Pengelolaan dan Penatausahaan BPHTB
sebagalmana tercantum dalam Lamplran yano mmupakan

baglan tldak terplsahkan dari Peraturan Bupat1 ini,



o ',('2:)' P,edaman P,emungutan Pengelolaan dan Penatausahaan BPHTB N
= sebagalmana dlmaksud ayat (1 ) terdiri dar1
- a. Tata Cara Pcngelolaan BPHTB; ,
b Standar Operasmnal dan Prosedur Pemungutan BPHTB
c. Bagan alur pelayanan BPHTB k ‘ ‘ I
(3) Kepala BKD menetapkan bentuk formuhr dan tata cara penglsian

format keputusan BPHTB dan formuhr BPHTB lamnya sesuaJ
,‘ keten.tuan yang herlaku ' e

; DAB I : - SR
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPHTB

S ; Pasal 4 R L :
g (1), ‘ Penatausahaan dan Pertanggung]awaban BPHTB dllaksanakan‘:f
 sesuai dengan | ketentuan : :paaatausahaan ~ :pengelolaan
~ Pendapatan Daerah. - | S O
'(2) Ketentuan - teknis mengenai. penatauséhaah © dan
T 'pertanggung]awaban BPHTB sebagalmana dimaksud pada ayat g
7 (1) dltetapkan oleh Kepala BKD | |

' BAB v e

SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN

Pasa.l 5

e (1) Kepala BKD melakukan s031a11sa31 Peraturan Bupatl 1n1

e (2 ) hepala BI\D menctapkan waktu pelaksanaaﬂ pemungutan BPrITB

berdasarkan ketentuan Peraturan Bupat1 ini.

BAB \'E Sl
KERJASAMA PEMUNGUTAN

G ‘ Pasal6 ; ; e S
(1) Pemungutan  BPHTB dapat  dikerjasamakan  dengan
i instansi/ Perangkdt Daerah terkait. ; | | A

(2) Pelaksanaan Kerjasarna sebagalmana d1rnaksud pada ayat (1)'
dllakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang— .

undangan d1b1dang Ker;]asama Daerah



~ BABVI e
~ PEMBINAAN, 'PENGAWASAN' DAN PELAPORAN
 Pasal 7 ~
(1) Pembmaan pengelolaan BPHTB dﬂaksa.nakan oleh .Kepala BKD. ’
: (2) Pengawasan pengelolaan BPHTB dllaksanakan oleh aparat
: pengdwas mterndl pemenntah e , :
(3) Kepala BKD melaporkan pengelolaan BPH’I‘B pahng sed1k1t 1 R
‘ (satu) kali dalam satu tahun kepada Bupat1 sesueu ketentuan ’

peraturan perundang—undangan

e  BABVE |
i 'KETENTUAN PERALIHAN
, , Pasal 8 TN
‘ Penga}uan BPHTB yang telah dllaksanakan dan sedang dalam pmses!,

e meng1kut1 tata cara pengelolaan BPHTB sebagalmana diatur dalam

'Peraturan Bupau Ixa.tanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang |

" Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar‘

0 'Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

¢ ?Bangunan sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhir dengan .

S Peraturan Bupat1 Karangal’lyar Nomor 76 Tahun 2020 -tentang

e 'Perubahan Ketlga atas Pexaturan Bupatl Karanganyar Nomor 8 Tahun

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Gt Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas

: Tanah dan Bangunan



| BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 7
~ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 :btentang

_Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ~Kabupaten Karanganyar

“Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangugan beserta seluruh pembahannya dicabut dan dmyatakan s

" tidak berlaku.

: ’ ~Pasal 10
g Peraturan Bupatl.lm mulai berlaku pada. tanggal dlundangkan

‘ '<kA'gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan |
- Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah

E Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
« pada tanggal 30 Desemher 2020
BUPATI KARANGANYAR '

T
S JULIYATMONO
- Diundangkan di Karanganyar
- pada tanggal 30 Desember 2020

- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

D

, SUTARNO ‘ ,
BERITA DAERAH I\ABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 1 12
, Sglman sesuai dc_ngan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
~ KABUPATEN KARANGANYAR
'~ Kepala Bagian Hukum

' fl‘/‘ < '
- ZUI/FIKAR HADIDH

- NIP. 197@0311 1\99903 1 009




LAMPIRAN I

'PERATURAN BUPATI | KARANGANYAR
NOMOR 112 TAHUN 2020
. TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PENGELOLAAN DAN
PENA’I‘AUSAHAAN BPHTB ‘

- PEDOMANV PEMUNGUTAN\ BPHTB

A TATA CARA PENGAJUAN BPHTB

'Wajlb PaJak selaku Penenma Hak merupa.kan pxhak yang
‘ 'rmennhkl kewajiban memba},ar BPHTB te:hadap hak atas tanah
‘fdan /atau bangunan yang dlperolehnya ,
o Wa_]lb Pa_]ak menylapkan dokumen pendukung terkalt perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dokumen dapat berupa
 surat petjanjlan dokumen jual beh surat hibah, surat waris, dan: :

| :lam-lam yang pada dasarnya menyatakan telah terjadmya :

pemindahan hak atas kepemﬂlkan tanah dan / atau bangunan

Wajlb pajak BPHTB waﬁb melunas1 plutang Paja;k Buml‘
: Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sejak Tahun 2013.

. Kelengkapan Dokumen dan kebenaran data objek BPHTB ,

terpenuhl, maka Wa_]lb PaJak dapat menghltung nilai BPHTB i
~ terutang dan mengisi 1nforma31 obJek BPHTB ke dalam formuhr
‘ 'SSPD pada apl1kas1 https / /pendapatan. karanganvarkab .go.id [

.AWa_]lb Pajak menyerahkan SSPD has11 verifikasi ke pelayanan‘

T pengurusan BPHTB di BKD dengan d11amp1r1

| 'f‘a. Fotokop1 Sert1p1kat tanah yang dlajukan perahhan hak

b Akta Perusahaan, baik untuk pendman usaha atau‘

i penggabungan usaha atau peleburan usaha atau pemekaran
'usaha,-i‘ | e ‘ [
c; , Fotokopl penunjukan pemenang dalam lelang / nsalah lelang;
' Fotokop1 salinan putusan haklm yang mempunya1 ketetapan :
' hukum tetap; . L
é, Fotokopl Akta/Risalah pemenang hadlah ,
f. "FOtO’kOpl identitas ’Wafb Pajak (dapat “berupa Kartu Tanda
: iPenduduk/ Surat Izin Mengemud1 / Paspor) '



Surat Kuasa hes:materal dan Wa_}lb Pajak dan Fotokopi
1dent1tas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dlkuasakan), - |
Fotokopi Kartu kelual ga atau Surat K etelangan Hﬁbungan
Keluarga dalam hal transaks1 hlbah Wans, atau hibah

wasmt

.o 'Fotokopl Surat Keterangan Wans dalam hal transak81 waris;

Surat Keterangan Apabﬂa data antara SPPT, Sertlplkat 7

. dan/atau Fisik di lapangan tidak sesuai;

Fotokopl Surat Pembentahuan PaJak Terutang Pa_]ak Bumi

 dan Bangunan r"‘de‘aan dan relkotaan (oPPT PDB P2)

tahun terakhlr o
'Fotokop1 Site Plan dan/ atau brosur apabﬂa dlgunakan untuk
'Perumahan dan sejenisnya;\ ;

Fotokopi - Akta/ Rlsalah untuk kelanjutan pelepasan hak v

: yka:x:exna pembenan hak baru; dan

. Fotokop1 Akta/ Rlsalah untuk dlluar pelepasan hak karena S

= pemoenan ud.k baru.

B TATA CARA PEN GHITUN GAN BPHTB , , -
-1, Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak

EL 2. Nilai Pe ‘*olehdn Objek Pajak sebagdn’nana dlmdkbud pad (’1) ~
~ dalamhal: Dt o N
~a. Jual beli'adalah' h‘ai‘ga transakéi;
b, jTukar menukar adalah n11a1 pasar
; c. Hibah adalah nilai pasar, :
d Hibah wasiat .adalah nilai pasar, B
e Waris adalah nilai - pasar, \
i Pemasukan dalam ‘perseroan atau bddan hukum launnya.'
'i",adalahmlalpasar,' L , S
g. Pemisahan hak yang mengaklbatkan perahhan adalah n11a1k:k' S
";'pasar," P T Lo ‘ '
h. Perahhan ‘hak karena pelaksanaan putusan haklm yang‘ 1

; mempunyal kekuatan hukum tatap adalah nilai pasar, | |
1Pernbenan hak baru atas “tanah sebaga1 kelanjutan dan,
, pelepasan hak adalah n11a1 pasar,



C.

j- Pemberian hak baru .atas tanah diluar pelepasan hak ,adalah |

nilai pasar;

)

Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

o—
.

Peleburan usaha adalah nilai pasar;
. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
Hadiah adalah nilai pasar;dan/atau
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah heii”ga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang. :

° B B

. Jika NJOP sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a sampai

dengan huruf (0} ‘adak‘ diketahui atau lebih rendah daripada NJOP,

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

pada tahun terjadinya Perolehan, “dasar pengenaan yang dipakai
adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dltetapkan
sebesar Rp .60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap

wajib pajak.

.Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat 'yang

-diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu dverajat' ke atas atau

satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk

- suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Tata cara penghitungan BPHTB adalah sebagai berikut:

( NPOP- NPOPTKP) x 5% (lima persen) = BPHTB

TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB DAN ALAT PEMBAYARAN

1.

Tata Cara pembayaran BPHTB oleh penerima Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan merupakan proses ‘pernbayaran yang
dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang
ditunjuk. R | |

2. SSPD BPHTB merupakan bukti untuk melakukan pembayaran.
3.SSPD BPHTB berlaku satu bulan sejak diterbitkannya dalam

tahun berkenaan.



D PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

i 1.Bank berwenang untuk:

a.
b.

. C.

menerima pembayaran BPHTB terutang dau VVajlb PaJax{

memeriksa kelengkapan peng131an SSPD

mengembahkan ‘SSPD yang peng1s1annya tldak lengkap / |
' kurang,, B

d. menandatangam SSPD yang telah lengkap peng1s1annya

2 Iempat pembayaran dan Bank yang terlambat memmdahbukukan, '
~saldo penenmaan BPHTB dlkenakan sanksi administrasi berupa :

; }dcnda sebesar 3 3% (tlga persen) per bulan dari saldo peneumaan .
 BPHTB yang terlambat atau tidak dipindahbukukan.

_E. TATA CARA PENELITIAN SSPD |
~1.Tata Cara penelitian SSPD  merupakan = proses - verifikasi

s kelengkapan dokumen dan kebenaran data t&rkalt objek BPHTB |

yang tercantum dalam SSPD.

f 2. Sub Bldang yang melaksanakan fungs1 Pendaftarar@ dan |

‘ Pendataan

. a.

Wapb Pa_]ak mengirim Formuhr Permohonan Validasi SSPD e

. BPHTB dan dokumen pendukung melalu1 aphka31 pajak

daerah.

. Petugas Pelayanan menehtl kelengkapan pexmohonanr ;
- Vahdam SSPD BPHTB aphkam pajak daerah. '

R Petugas Pelayanan mengmm berkas permohonan Va11das1 '

SSPD BPHTB = kepada Sub B1dang Pelaksana Fungsi ',
Pengolahan Data melalui aphka31 paJak daerah

. Petugas Pelayanan menerima berkas Validasi SSPD BPHTB

yang sudah d1ver1ﬁkas1 dan dlserahkan kepada Kepala 1

Petugas Pelayanan menerima SSPD BPHTB yang sudahv
d1vahda31 oleh Kepala Bldang dan menyerahkan kepada~:

o Wapb PaJak



3.Sub Bldang yang melaksanaka_n Iungsa Bengolahan Data,
Intens1ﬁkas1 dan Ekstensifikasi :

‘a. Petugas Pengolahan Data, Intensﬁikas.l dan Ekstensifikasi
~mener1ma berkas permohonan Validasi SSPD BPHTB dari
~Sub Bldang Pelaksana Fungsi Pendaftaran dan Pendataan

me1a1u1 aphka31 pajak daerah berkas permohonan Validasi
SSPD BPHTB.
' .b.‘.‘ Petugas Pengolahan Data, Intensaﬁkas; dan Ekstensifikasi
~ meneliti kebenaran atas berkas permohonan Validasi SSPD
BPHTB. s | " |
C. Petugas Pengolahan Data Inten81ﬁkas1 dan Ekstensifikasi
k _berhak melakukan penilitian lapangan atas berkas
permohonan ‘Validasi SSPD BPHTB untuk mengetahui
kebenaran data. | : S .

d. ,Petuga.s Pengolahaﬁ Data, lntansxﬁkas1 dan Ekstensﬁkasi

mengmmkan berkas permohonan Validasi SSPD BPHTB

v kepada Sub Bidang Pelaksana Fungs1 Pemer 1ksaan rajak
© 4, Sub Bidang yang melaksanakan fung31 Pemeriksaan PaJak
a. Petugas Pemerlksa ‘Pajak Menerima berkas permohonany :
Validasi SSPD BPHTB melalui aplikasi pajak daerah. |
b. Berkas perinbhonan Validasi SSPD BPHTB yang dinyatakan
~ lengkap dilakukan pemeriksaan .oleh Petugas Pemeriksa
PaJak

c. Petugas Pemeriksa Pajak berhak melakukdn pemerikbadn ERE

kantor dan pemeriksaan 1apangan untuk mengecek’
kebenaran data secara r111 berkas permohonan Validasi

SSPD BPHTB dan berkas hasil Validasi SSPD BPHTB.
- d. Memberikan fekomendasi harga perblehan atas permohonan
| Validasi .SSPD BPHTB kepada Kepala Bldang Pendataam‘

g Pengolahan dan Penetapan
;5‘. ; x{cpcud Bidang Pendataar, r’t;‘IlgOchhdﬂ dan Penetapan :

- ‘a. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan |
.~ menerima berkas permohonan Validasi SSPD BPHTB dari
Sub Bidang Pelaksana Fungsi Pemeriksaan Pajak melalui
| aplikasi pajak daerah. O |



b. Kepala Bldang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

. memvenﬁkam dan memvahdas1 berkas permohonan Vahdas1 , 
- SSPD BPHTB.- ' ‘

Kepa.’ra Btdang Pen&ataan Pengalahaﬁ dan PenetapanA

' menyerahkan berkas permohonan Vahdas1 SSPD BPHTB :

yang sudah dlvallda31 kepada petugas pelayanan

F TATA CARA PELAPORAN BPHT B

1. Bendahara Penerimaan BKD merupakan plhak yang bertugas s

e untuk meny1apkan Laporan Reahsas PAD berdasarkan dokumen-

) Pelaporan Penerbltan Akta Permndahan Hak Atas Tanah Dan / Atau, :
Bangunan ‘ ‘

B -

PPAT/ Notaris . hanyé. : dap'at' ' ménandatangani : aktaf

pemlndahan Hak atas Tanah ‘dan/atau Bangunan setelah |
Wajlb Pajak menverahkan bukt1 Pembayaran Pajak Daerah |

Kepala Kantor yang membxdang1 pelayanan Lclang Negara

: hanya dapat menandatanganl nsalah 1e1ang Perolehan Hak B
atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajgb Pajak
) menyerahkan buktl Pembayaran Pa_]ak Daerah |

Kepala Badan Pertanahan Nasmnal hanya dapat melakukan‘
pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran perahhan "
ak atas Tanah setelah Wa_ub Pajak menyerahkan bukt1 ’

- fpembayaran Pajak Daerah

PPAT/ Notaris dan kepala kantor yang‘ "'membidangi

pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau

risalah lelang Perolehan ‘Hak atas Tanah dan / atau
Bangunan kepada Bupati pa]mg lambat {anggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya; : » el ,
PPAT/ Notaris dan kepala , kantor “yang ‘membidangi‘

- pelayanan 1e1ang negara, yang ~melanggar ketentuan

sebagalmana dlrnaksud huruf a dan huruf b dikenakan

sank31 admmlstratlf beru‘oa denda sebesar Rn 7. 500 000 00

- (tujuh Juta hma ratus ribu mplah) untuk setiap pelanggaran;



PPAV’I‘/N:otaris dan vkep'ala’ 'kranvtor : yang “'mémbid’a‘ng'i,
pelayanan lelang negara, yang -melanggar keter‘ituan'

sebagaimana dlmaksud huruf d d1kenakan sanksi

’admlmsﬁ‘at:f berupa denda sebesar Rp zsem GG (ch:ta .

ratus lima puluh ribu ruplah) untuk setlap laporan

; Kepala Kantor bldang pertanahan yang melanggar ketentuan |

sebagmmana dlmaksud angka 3 d1kenakan sank31 sesuai

ketentuan peraturan perundang—undangan

G TATA CARA PEMERIKSAAN BPHTB

R Alasan Pemerlksaan

a.

Wajlb Pajak mengajukan permohonan pengembahan; -

, kelebihan pembayaran BPHTB selam permohonan karena S
. kepu.tusan - keberatan, putusan handmg, pu,tusan L
' ‘Peninjauan" Kem'b'ali,k keputusan pengurangan, ,‘,atau‘ o

keputusah~_1ain,~yang mengaklbatkan kelebihan pembayaran o

BPHTB;

Pemerlksaan dapat dllakukan dalam hal

1) Wajib PaJak mengajukan keberatan BPHTB atau

2) Terdapat indikasi kewajlban BPHTB yang t1dak d1penuh1

2 “Tata Cara Pemenksaan :

a.

Pemenksaan BPHTB dzlaksanakan oleh Pemenksa atau t1m L
~ Pemeriksa. ' : ‘

Tim Pemeriksa terdm dan seorang ketua tim dan seorang f

atau 1eb1h anggota tim.

Penugasan Pe"neml«*s.9 dlfetapkan dengan Suraf Permtah 7

Pemenksaan (SPQ) BPHTB yang d1tandatangam oleh Kepala‘

BKD. e i
Dalam hal terdapat penggantlan Pemerlksa atau perubahan

tim Pemerlksa Kepala BKD tldak perlu memperbaharu1 SP2 o
‘ tetap1 harus menerblman Surat Tugas. R
. Dalam hal ‘Pemeriksaan BPHTB merupakan baglan dari

~pemer1Ksaan untuK seluruh Jems paJak SP2 tldak periu
dlterbltkan dan penugasan Pemerlksa menglkutl penugasan

yang dltetapkan - dalam SP2.



Dalam rangka Pemeriksaan BPHTB, kepada Wajib Pajak
disampaikan Surat Pembéritahuan‘ Pemeriksaan BPHTB
yang ditandatangani Pejabat yang melaksanakan fungsi
pemeriksaan sesuai kewenangannya. ' -

. Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor,

dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam

hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak |

terdapat.di BKD. o
. Pemeriksaan Lapangan dllaksanakan berdasarkan Surat
 Tugas Pemeriksaan Lapangan yang dltandatangam oleh
Pejabat Eselon 11 yang berwenang . v |
Untuk kepentingan Pemenksaan BPHTB, dapat dilakukan
pemanggilan kepada Wajib Pajak . | , '
Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan
sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan
dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaah BPHTB
"detlgall membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang
diperlukan oleh Pemeriksa. Y

Dalam hal buku, catatan, dan/ ai:au dokumen berupa
fotokopi, maka Wajib Pajak harus ‘membuat surat
pernyataank yang menyatakan bahwa fotbkopi tersebut
sesuai dengan aslinya. '

. Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau

dokumen atau fotokopinya, kepada Wajib Pajak- diberikan
bukti peminjaman yang ditandatangani oleh Wajib

" Pajak/ Kuasanya dan Pemerikéa/ Ketua Tim Pemeriksa.

. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan,

Pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data

- yang.ada .di BKD.

. Dalam hal Pemeriksaan BPHTB dihadiri oleh Wajib Pajak

Pemeriksa harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal

Pemeriksa Pajak/kartu tanda pengenal pegawai Badan

Keuangan Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak.

Hasil Pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil

Pemerlksaan (LHP) BPHTB



. p. LHP  BPHTB dlgunaka,n untuk  pembuatan  nota
, penghltungan BPHTB sebaga1 dasar penerbltan ) -
1) ShPDLD apdblla _]umlan BPHTB yang dlbayar ter nyata
' lebih besar daripada Jumlah BPHTB yang terutang atau
dllakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya-
terutang, atau R
2)  SKPDN apabila Jumlah BPHTB yang dlbayar sama
» de:agan }umla.h BPHTB yang tex:u,tang, -atau

3) SKPDKB, apablla Jumlah BPHTB yang terutang kurang |

B dlbdyar, atau , _ : ‘
‘4) SKBDKBT apabﬂa terdapat penambahan Jumlah BPHTB
yang terutang ’setela‘h ‘d1terb1tkannya SKPDKB; atau 7
5) 'S"IV‘PD,’ apabila pajak yang terutang tldak atau _kur‘ang
dibayar, terdapat kekurangan . ‘pembayaran sebagai
j:akibatv salah tulis i dan/. atau" Salah hitung, atau
dikenakan sank31 admmlstra31 berupa denda dan/atau
V .bunga, atau - : ‘ S
6) Surat Keputusan Keberatan dalam hal Pememksaan
‘BPHTB yang dllakukan merupakan bagian dari proses
«penyelesman keberatan Wa_]lb Pa_]ak | _
; 'q. Dalam hal Pemenksaan BPHTB dﬂakukan hanya dengan
Pememksaan Kantor, Jangka waktu Pemenksaan BPHTB
adalah pahng lama 2. (dua) bulan yang d1h1tung sejak
d1terb1tkannya surat penntah pememksaan kantor .
~r. Dalam hal Pemerlksaan BPHTB dllakukan dengan
Pemeriksaan Kantor ‘dan/atau  dilanjutkan dengan -
: Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu Pemerlksaan BPHTB
5 di’perpanjanﬂ’g fnenjadi paling lama 4 (empat) ‘bulan yang;
: dihitung sejak tanggal SP2 sampai dengan tanggallJ:IP
S. Pemenksaan BPHTB dlselesmkan dengan memperhatlkan'
| Jatuh tempo pembenan keputusan atas - permohonan
, pengemballan keleb1han pembayaran BPHTB atau keberatan
o BPHTB |




H. TATA CARA PENETAPAN DAN PENAGIHAN BPHTB
1. Tata Cara penetapan SKPDKB/ SKPDKBT merupakan proses

yang dilakukan Sub Bidang Pelaksana Fungsi Penetapan
berdasarkan LHP BPHTB yang masih kurang dibayar atas SSPD
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib
Pajak atau atas SKPDKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diterbitkan. '

2. Tata Cara penerbitan STPD merupakan proses yang .dilakukan

4.

Sub Bidang Pelaksana Fungsi Penagihan dalam menerbitkan
tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB
terutang menurut SSPD, tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga/denda.
Tata Cara penerbitan Surat Teguran merupakan proses yang
dilakukan Sub Bidang Pelaksana Fungsi Penagihan dalam
menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB
terutang hinggei pada saat jatuh tempo.
Setelah proses penerbitan Surat Teguran, Bupati menetapkan:
a. Surat Paksa atas Surat Tegufan yang telah jatuh tempo;
b. Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;
c. Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan
surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;
d. Surat Keputusan Keberatan .atas pengajuan keberatan surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak; dan
e. Surat Keputusan -Band'ing atas pengajuan banding surat
ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

1. PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB

1.

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan
BPHTB .sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB
terhutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
Pengurangan BPHTB harus disertai data dukung yang lengkap
yang mendukung alasan pengurangan BPHTB.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud angka 1, diberikan
kepada Wajib Pajak dalam hal :




a. Kondisi tertentu Wajib' Pajak' yang .ada hubungannya dengan
Objek Pajak yaitu: | |

1)

2)

3)

4)

Wajib Pajak orang pribédi yang memperoleh hak baru
melalui Program pemerintah d1 bidang pertanahan dan
tidak mempﬁnyai kemampuan secara ekbnomis,' ditetapkan
diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah
dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), .dan Rumah
Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS)
yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar
secara angsuran, ditetapkan diberikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen); | |

Wajib Pajak orang pribadi yang‘menerima hibah darikorang
pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat ke bawa, ditetapkan diberikan sebesar 50% (ima
puluh persen); ' ' |

Wajib Pajak orang pribadi yang menerima perolehan hak:

~ karena waris atau hibah wasiat yang diterima yang masih -

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

 lurus satu derajat keatas atau kebawah dengan pemberi

waris atau pemberi hibah wasiat, termasuk suami istri,

ditetapkan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);

Wajib Pajak Badan yang memperoleh hék baru selain Hak

Pengelolaain‘, ditetapkan diberikan sebesar 50% (lima puluh

persen) dengan rincian: 7 | /

a) Telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik
lebih dari 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak badan
usaha tersebut mengué,sai tanah .dan atau bangunan.



| b) Apahila ‘Ba’dan‘ tersebut ielah menga]am; ' p&ruhahan :
- bentuk badan hukum termasuk hasil penggabungan '
“atau peleburdn Ubdha yang 100% (seratus persen) :
" sahamnya baik  sebelum maupuri sesudah' ‘
penggabungan atau peleburan usaha, d1m111k1 oleh
‘Negara, Pemermtah Pusat atau Pemermtah Daerah, -,
penguasaan ﬁs1knya d1h1tung seJak badan usaha
sebelum pe:uhahan atau sebelum pe.nggabunga.n atau
‘ peleburan usaha, menguasa1 tanah dan atau bangunan.

) Penguasdan tdnah dan atau bangunan secara fisik lebih

~ dari 20 (dua puluh) tahun, harus dibuktikan dengan e

“surat pernyataan Wajlb Pajak dan keterangan dari
~ Pejabat Pemerlntah Desa/ Kelurahan dan Camatk:
i | . setempat. A ! : ', i
A 6) dan sehab sebab lamn},a be::dasar pertlmbangan Bupa’a

= ; perlu dlbenkan kennganan/pengurangan dalam hal pajak |
yang terhutang lebih dari Rpl. OOO 000.000,00 (satu miliar
| rup1ah) dan berdasarkan pertlmbangan Kepala BKD atas

nama Bupatl dalam hal pa3ak yang terhutang paling |

| banyak Rpl.OO0.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b Kondlm Wa_]lb PaJak yang ada hubungannya dengan sebab- '
- sebab tertentu yaltu ', S ‘
1) Wajib Pa_]ak ‘yang memperoleh hak atas tanah melalul‘

' pembehan dar1 hasil gantl rugi pemenntah yang nilai gant1 3
rugmya d1 bawah Nilai Jual Ob_]ek Pajak, dltetapkan ‘
d1ber1kan sebesar 50% (lima puluh persen); . : |

2) Wa_ub Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagaiv '
pengganu atas tanah yang dlhehaskaa oleh p&mem:xtah
untuk kepentmgan umum, dltetapkan dlbenkan sebesar ‘,

50% (lima puluh persen)



-.3) Wajib Pf.gak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi
dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan
perekbnomiaﬁ nasional sellingga Wajib Pajak harus
melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah ditetapkan

_ diberikan sebesar 75% (tu_]uh puluh lima persen); _
4) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti .semula
dise‘babkan‘ bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti |
kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bunﬁ, gunung
meletus, dan‘huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta,
ditetapkan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
5) Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Aparatur Sipil Negara

(ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik

Indonesia (POLRI), Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI,
Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang

memperoieh hak atas ‘tanah dan atau bangunan rumah

“dinas Pemenntah dltetapkan d1benkan sebesar 75% (tujuh |

~ puluh lima persen); , |
6) Wajib Pajak Badan Ko'rps Pegawai Republik Indonesia
 (KORPRI) yang memperoleh hak ,ata,s,‘ tanah dan .atau
bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi
anggota KORPRI/ASN, ditetapkan diberikan sebesar 100%

: (seratus persen);

T ) Tanah dan atau bangunan dlgunakan untuk kepentmgan

sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk
mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, pant1
jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan
mencari ketmtungah, rumah sakit swasta milik institusi
- pelayanan sosial masyarakat ditetapkan dlberlkdn sebesar

- 50% (11ma puluh persen)



~8) dan .sebab-sebab lainnya berdasar pemmhangan Bupati
_perlu ’diberrikan‘ keﬁnganan‘/péngurranganv dalam hal paj‘a'kr
yang terutang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan berdasarkan pertirribangan Kepéla BKD atas -
nama Bupati dalam hal pajak yang terutang paiing baﬁyaic

| Rpl.ooo.ooo.'oop,oo,(sgtq nqlgar rupiah). =

J TATA CARA PENGAJDAN DAN PENYELESAIAN K.EBERATAN BPHTB

1. Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas suatu
a. SKPDKB BPHTB ) ‘

b. SKPDKBT BPHTB,
- ¢. SKPDLB BPHTB;
: d. SKPDN BPHTB. o
2. Keberatan dlajukan kepada Kepala BKD yang menerbltkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan .SKPDN. ‘ ‘

3. Keberatan dlajukan dalam Bahasa Indonesra secara tertuhs
dengan menyampaikan jumlah BPH{TB, yang terutang menurut

: perhitungan Wajib Pajékdengan disertai alasan-alasan yang jelas

, dan melamplrkan ! | -
a. Fotokopi SSPD BPHTB e :

b Asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN S

C. Foi:okcpl Alcta/Rlsalah Lelang/Surat Keputusan Pemhenan
Hak Baru/Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum
V'tetap, , D |
d. Fotokopi KTP/ SIM / Paspor/ Kartu Keluarga/ 1dent1tas lainnya.

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tahggal diterimanya Surat Kefetapan oleh Wajib Pajak,
kecuali ‘épabirla" Waji‘b‘ Pajak dapat menunjukkan brahwa" jangka
waktu itu udak | .dapatr dipenuhi :licax:ena_,keadaan_;.di“ luar
kekuasannya _ | 4 | : | o , S

‘5. keoelatall yang tldak memcnuhl persyaratan tldcu{ changgap
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan
Kepala BKD atau Bupati memberitahukan kepada Wa31b Pajak
yang bersangkutan




6. Kepala BKD wapb memhenkan ketexangan secara ,tertuhs .hal hal o

' Pajak membenkan tanda terima. Tanda Terima Surat Keberatan

~ yang. dlhenkan olezh Kepala BKD atau tanda pengmman Surat l -

yang menjadi dasar pengenaan BPHTB apablla dlmmta oleh WaJ1b‘ 3
Pd_]ak untuk ] Kepel uan pengajuan keber: atan Pengajudn keberatan

tidak menunda kewajlban membayar pajak dan pelaksanaan‘

;penaglhan pajak : , ; i ; i
.Kepala BKD" setelah ‘menerima. pengajuan keberatan dar1 Wa_]lb‘

i : Keberatan melalm pos. tercatat dan sejemsnya merupakan tanda

‘bukti penemmaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentmgan -

Wapb Pajak

. Atas pengajuan keberatan Wajlb PaJak Kepala BKD atau Bupat1 o

e 'yang bersangkutan melakukan pemenksaan sederhana yang

‘ hasﬂnya dituangkan dalam berlta acara ‘hasil pemerlksaan

0, Bupau Ka.rangan,),ar berwenang memhe,mkan k.aputusan atas'

pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang lebih '

- i dari Rpl OOO OOO OOO 00 (satu miliar rupiahj.
- 10.

Kepala BKD atas nama Bupat1 berwenang membenkan keputusan :

‘atas pengajuan keberatan BPHTB sepan_jang pa_]ak yang terutang R
. tidak lebih besar dari Rp1.000. OOO 000,00 (satu miliar rupiah).
:  1’1.

Apablla wewenang memberlkan keputusan berada. pada Bupatr

Kepala BKD maneruskan penga_}uan keberatan BPHTB kepada

Bupatl Karanganyar dalam Jangka waktu paling lama 14 (empat' e

S rbelas) hari sejak tanggal d1ter1manya Surat Keberatan

a Surat keputusan keberatan d1sampa1kan kepada Wa_]lb PaJak

dan tembusannya kepada Bupa’a atau Kepala BKD yang
, bersangkutan

b. ;Kepala BKD atau Bupat1 'sesuai ‘\denga'n‘ kewenangannya,

. harus membmkan keputusan atas penga}uan kebe.ratan o

~dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak f
| Langgal dltenmanya Su1 at Kebel atan ' '



‘ C. Sebelurn surat keputusan dlterbltkan Wajlb PaJak dapat
menyampalkan alasan tambahan atau penJelasan tertuhs
Keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat berupa
1 mengabulkan se}uruhrrya*f ~

' 2) 'mengabulkan sebaglan, |
3 menolak; atau | , ,

R 4) menambah besarnya Jumlah pajak yang terutang ,
' od. 'Apablla jangka waktu telah lewat dan Kepala BKD atau Bupatl 7
T tldak memben suatu keputusan, maka keberatan yang '

i “diajukan tersebut d1anggap dlkabulkan .

e Apabﬂa Waj1b PaJak yang ,bersangkutan tldak sependapat :
| B dengan surat keputusan yang d1terb1tkan oleh Kepala BKD :

atau Bupat1 dapat mengajukan permohonan bandlng hanya

; kepada RBadan Pcnyelesalan Sengketa Pa;ak (BPS.P)

K. TATA CARA PEMBET’ JLAN = KESALAHAN 7"‘ULIS KESALAHAN

HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN V* -

: DALAM PERATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN '

. BANGUNAN cin ‘ |

| " -Atas dasar permohonan Wa_ub Pajak atau secara Jabatan,’ ‘

o '/pembetulan kesaiahan tuhs, kesalahan hItung, dan/ atau kekehruan‘

penerapan ketentuan tertentu dapat ‘dilakukan terhadap surat

L keputusan atau surat ketetapan BPHTB mehputl
_SKPDKB; R e

. SKPDKBT;

. SKPDLB;

.;“SKPDN'

. STPD; .

. Surat Ketetapan Pemberlan Pengurangan BPHTB

- Surat Ketetapan Pembetulan

.;Surat Ketetapan Keberatan

. Surat Keputusan Pembenan Imbalan Bunga

0 b N oi‘[cn AW =

: 10. Surat Keputusan Pengurangan Sank81 Adrmmstram Surai‘:k |
- g Keputusan Penghapusan Sanksx Admmlstra31, Surat Keputusan
5 Pengurangan Ketetapan PaJak atau Surat Keputusan Pembatalan |
| Ketetapan Pajak. | :



11 Pemhetulan mehputl pembetulan atas kesalahan atau kekahman' o

yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan
antara ﬁskus dan Wa_ub PaJak yaitu :

A

; Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penuhsan Nomor |
- Objek BPHTB nama Wa_ub Pa_]ak alamat Wajlb Pajak alamat
. Objek BPHTB, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, |
luas tanah luas bangunan Tahun PaJak dan/atau tanggal )
~jatuh 1empo pembayaran; 7 S

. Kesalahan  hitung, antara lam kesalahan penjumlahan

pengurangan, p61kd11d11, dan/atau = pembagian suatu |
bilangan; dan/ atau, o ;
Dalam hal Wa]lb Pajak membetulkan sendm SSPD yang

mengakibatkan utar;g pajak menjadi lebih besar, maka

kepadanya dikenakdn ‘'sanksi administrasi berupa bunga g

- .sebesar 2% (dua pea:sen) sehulan .atas se.hsﬂl Jumlah pajak

yang kurang dlbayar d1h1tung se_]ak tanggal SSPD sebelum{
pembetulan Saﬂlpd.l uengdn tanggal pembayaran kdlcna
pembetulan ‘ ' o '

Apabila setelah dﬂakukan pemerlksaan ternyata Jumlah pa_]ak

yang seharusnya dlbayar lebih besar dari Jumlah menurut =
‘ perhltungan Wa_]lb Pajak dalam SSPD maka terhadap jumlah

yang kurang dibayar tersebut dlterbltkan SKPDKB ditambah

sanksi admlmstram berupa bunga sebesar 2% (dua persen) |

sebulan untuk ; Jangka waktu pahng lama 24 (dua puluh

empat) bulan, dihiturjg mulai saat terutangnya pajak sampai.

dengan diterbitkan SKPDKB ~ Terhadap pajak yang kurang

dlbayar dalam SKPDKB tldak dapat dlajukan pengurangan
kembali. i L S '

Kd{&hruan penexapan ketentuan tertentu dalam Perda
BPHTB, antara lam kekehruan dalam ‘penerapan tarif,

‘ kekehruan penerapan persentase Nilai Jual Kena PaJak
(NJKP) kekehruan penerapan Nilai Jual Ob_]ek Pajak Tidak

Kena Pa_]ak (NJOPTKP), kekeliruan penerapan Nilai Perolehan ; '

. Objek Pajak Tldak ‘Kena PaJak (NPOPTKP) kekehruan»
- pengenaan BPHTB dan _ kekehruan penerapan sanks1 -
}admmlsftraﬁ k /



i

f.  Permohonan .pemhétulan hanya .dapat diajukan .oleh wajib

Pajak atau kuasanya secara perseorangan.Permohonan

pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1)

2)

3)
4)

S)

6)

7)

Setiap permohoﬁan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu)

surat keputusan atau surat ketetapan;

Diajukan secaraz tertulis dalam bahasa Indonesia disertai

alasan yang mendukung permohonannya;

Diajukan kepada pejabat; dan

Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan

dalam hal surat permohonaﬁ ditahdatangani oleh bukan

Wajib Pajak :

a) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, | bagi
Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih
besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan
Wajib Pajak badan;

b) Ovrang pribadi harus dilampiri dengan surat kuasa,
bagi Wajib Pajak dengan pokok pajak sampai dengan
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan adalah :

a) Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal
;disanipajkan secara langsung .oleh Wajib Pajak pada
‘petugas yang ditunjuk; atau,

b) Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan dianggap bukan sebagai surat permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan. Dalam hal permohonan
pembetulan tidak ,dipentimbangkan, Kepala BKD harus
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.

Kepala BKD harus memberi keputusan atas permohonan

pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan -

diterima.



'8) Apabila jangka waktu telah terlampaui, tetapi Pejabat
tidak memberi suatu ke‘pu'tursan, permohonan pembetulan
dianggap dikabulkan, dan Kepala BKD wajib menerbitkan -
Surat keputusari pembetulan sesuai dengan permohonan
Wajib PaJak paling lama 1 (satu) bulan terhitung seJak
berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan. |

9) Keputusan dapat berupa menambahkan, rnengurangkan
_atau menghapuskan BPHTB yang terutang, atau sanksi
administraéi memperbalkl kesalahan dan kekehruan
lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

10) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi
diketahui oleh Kepala BKD telah terjadi kesalahan tulis,
kesalahan - hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam Perda BPHTB atas surat
keputusan .atau .surat yang diterbitkannya, Kepala BKD
harus menerbitkan Surat keputusan untuk membetulkan |
kesalahan atau kekelii*uan tersebut secara jabatan.

- 11) Apabila keputusan masih terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hituhg, dan/ atau kekeliruan pénerapan
ketentuan tertentu dalam Perda BPHTB, Kepala BKD
dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan
maupun atas permohonan Wajib Pajak. “

12) Permohonan harus memenuhi persyaratan.

L. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BPHTB, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKPD ATAU
SURAT TAGIHAN BPHTB YANG TIDAK BENAR

1. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan
- Atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB.
a. Bupaﬁ atau Kepala BKD karena jabatanr atas permohonan
Wajib Pajak dapat :



ljuntuk  mengurangkan atau ‘menghapuskan  sanksi
administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT,
atau STPD, berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahan Wajib Pajak; daﬁ /atau .

2) mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, |
SKPDLB, SKPDN; | |

3) mengurangkan atau membatalkan STPD; ‘

4) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dehgan tata cara
yang ditentukan; dan ‘ '

5) mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau
kondisi tertentu objek pajak. |

. Untuk  mendukung  permochonan  pengurangan .atau

penghapusan sanksi administrasi; surat permohonan dilampiri

dengan :

1) fotokopi identitas Wajib PaJak dan fotokopi identitas kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

2) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa
sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan 'Wajib '
I?ajakxatau bukan karena kesalahan _Wajib Pajak;

3) fotokopi suratr pemberitahuan Lpengajuari keberatan BPHTB
tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah
mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dengan
Wajib Pajak dan Obyek Pajak yang sama; dan/atau |

4) dokumen pendukung lainnya.

. Untuk = mendukung permohonan pengurangan SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau .STPD, surat _.permohonan :

dilampiri dengan |

1) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokop1 identitas kuasa
Wa_]lb Pajak dalam hal dikuasakan;

2) dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut
tidak ‘benar; ' |



)fotokopl surat pamhentahuan pengaluan kehe;:atan BP.HTB

tidak dapat dlpertlmbangkan dalam hal Wajib Pajak pernah :

o mengcgukan keberatan atas SKPDKB, SRPDKBT 'SKPDLB

atau SKPDN dengan Wajlb Pa_]ak dan Obyek PaJak yang.
sama; dan/ atau = '

4) dokumen pendukung lamnya o
~d.Tata cara pengajuan dan ‘penyelesa1an permohonan'
- Pembatalan SKPD atau Surat :l:agman BPHTB yang benar. |
1) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB
ShPD ’“T, SI{PDLB 'SK PDN,k atau ,STPD, pelmohonan.x
‘ dlrnaksuddﬂampmdengan Ll %l o | 4
ooa) fotokop1 identitas Wa31b Pa_]ak dan fotokop1 1dent1tas'
| kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; ,
! b) dokumen pendukung yang dapat menun_]ukkan bahwa '
.SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB, ,SKPDN _atau STPD ,\
tersebut tidak benar dan /atau

c) dokumen pendukung lamnya

2) Permohonan Wajib Pajak dlajukan kepada Bupatl dan e

dlsampalkan kepada Kepala BKD
- a) secara langsung; atau -
~b) rnelalul pos dengan bukti pengmman surat. . |
.3) Atas penyampa;an ,permohonan Wa_llb P,aJak dlhenkan tanda
bukti penerlmaan surat Tanggal bukti penenmaan surat -
per mohonan Wajib Pd_]ak Yd.llll 4 L
o a) tanggal tenma yang tercantum pada bukti penenmaan 3
| ~surat, dalam hal surat permohonan WaJ1b PaJak b
, ‘dlsampalkan secara langsung, atau, 7 BT e
b) ‘tanggal stempel pos - yang tercantum pada bukt1 ;
‘pe.ngmman surat, dalam hal surat permohonan Wajib
Pajak dlsampalkan melalul pos.

e Bupatl berwenang memberxkdn keputusan atas pe1 mohonan

| ﬁ 3 Wa_]lb PaJak Keputusan Bupatl berdasarkan hasﬂ penehhan di -

,kantor, dan apablla dlperlukan dapat dllanjutkan dengan ‘

pene11t1an d1 lapangan



g.

Pemeriksaan d}llakuka,n berdasarkan .surat tugas dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal
dilakukanr pemeriksaan di lapangan, pejabat serendah-

rendahnya Pejabat Pelaksana Fungsi Pemeriksaan terlebih

“dahulu memb?ritahukan secara tertulis waktu pelaksanaan

pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
Bupati dalam jangka waktu 'paling lama 6 (énam) bulan sejak
tanggal bukti penerimaan surat permochonan Wajib Pajak,
harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib
Pajak. |

h.Keputusan Bupati atas permdhonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi dapat berupa mengabulkan

~ sebagian atau sel'uruhny'a,' atau menolak permohonan Wajib

Pajak.

Keputusan Bupati .atas permohonan pengurangan ;SKPDKB.,
SKPDKBT, SKPDLB, | SKPDN, atau STPD dapat berupa
mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak

permohonan Wajib Pajak.

. Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan' SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, dapat berupa

mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

k. Apabila jéngka waktu permohonan telah terlampaui .dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang
diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan
keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka

‘waktu dimaksud berakhir.

Apabila permohonan Wajib Pajak ditolak, Bupati harus

- memberikan keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar

menolak atau mengabulkan sébagian permohonan Wajib

Pajak, atau menolak permohonan Wajib Pajak.



M. TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN
BPHTB |

1. Alasan Pengembalian

a.

BPHTB yang dibayar fernyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang;

Dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya
terutang.

2. Tata Cara Pengembalian

a.

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada Bupati Karangahyar u.p. Kepala
BKD secara langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh
BKD atau melalui pos paliﬁg lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan;

Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh

pejabat BKD yang .difunjuk untuk itu atau tanda pengiriman

surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti

penerimaan surat permohonan. |

Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih  tersisa

dlkemballkan dalam Jangka Waktu 2 (dua) bulan apablla

sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun berkenaan seJak

1) Diterbitkannya SKPDLB BPHTB hasil pemeriksaan;.atau

2) Diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan
lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran
BPHTB. ‘

Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa

dikembalikan oleh Kepala BKD atas nama Bupati dengan

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Xelebihan

Pembayaran (SKPKP) BPHTB, berdasarkan SKPDLB atau

surat keputusan lain yang menyebabkan timbuinya kelebihan

pembayaran BPHTB;

Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

- Membayar Kelebihan (SPMK), yang dibebankan pada mata

anggaran pendapatan pajak tahun berjalan atau sejenis;




SKPKP BPHTB beserta SPMK BPHTB untuk memperoleh

pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

SPMK ‘BPHTB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan

peruntukan sebagai berikut :

1) Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

2) Lembar ke-.2 untuk BKD yang menerbitkan SPMK
" BPHTB. o

Kepala BKD .atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 1 (bulan) hari kerja

sejak SPMK BPHTB diterima;

Pengembalian Kelebihan Pembayaran dilakukan dengan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK)

BPHTB. | o

Kepala BKD menyampaikan specimen tanda tangan pejabat

y,ang diberi méwenang untuk menandatangani SKPKP BPHTB

~dan SPMK BPHTB kepada Bank yang d1tunjuk untuk

" 'menerima BPHTB.

Terhadap pembayaran' pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati
Karanganyar ini yang proses pembayaranya belum dilakukari, '
maka pembayarannya tetap dilakukan dan diselesaikan oleh -
Kepala BKD. '
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

- JULIYATMONO
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